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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR 9 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2006 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PEMALANG, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008, disebutkan bahwa dokumen Perencanaan 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah maka terdapat perubahan tentang sistematika Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk itu Peraturan 
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011, perlu disesuaikan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011. 

    
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

  5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  9.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  10.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

  20.  Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

  21.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 
tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 Nomor 109); 

  22.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2006 Seri E Nomor 8);  

  23.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3); 

  24.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4); 

  25.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2003 Nomor 17 ); 

  26.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2); 
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  27.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2); 

  28.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13); 

  29.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1); 

  30.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 
Nomor 11); 

  31.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2008 Nomor 12); 

  32.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis  
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2008 Nomor 13); 

  33.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 
Tahun 2008 Nomor 14); 

  34.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1). 

    
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG 

dan 
BUPATI PEMALANG 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH 
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011. 

 

Pasal I 
 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 
Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 2), 
diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 2 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 
2006-2011 disusun dengan sistimatika sebagai berikut : 
I. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

1.2. Maksud dan Tujuan 

1.3. Landasan Hukum 

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lain 

1.5. Sistematika Penulisan 

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH   

2.1. Kondisi Geografis 

2.2. Perekonomian Daerah 

2.3. Sosial Budaya 

2.4. Prasarana dan Sarana Daerah 

2.5. Pemerintahan Umum 

2.6. Potensi Daerah 

2.7. Produk Unggulan 

2.8. Kebijakan Penataan Ruang dan Skenario Pengembangan Jangka Menengah 

III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 

3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah 

3.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah 

3.3. Arah Pembiayaan Daerah 

3.4. Kebijakan Umum Anggaran 

IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

V. VISI DAN MISI 

5.1. Visi 

5.2. Misi 

VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

VII. KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEBUTUHAN PENDANAAN 

IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH  

X. PENUTUP 

10.1. Pedoman Transisi 
10.2. Kaidah Pelaksanaan 
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2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 3 
 
Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten 
Pemalang Tahun 2006-2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. 

 
  
 Ditetapkan di Pemalang         
 pada tanggal 31 Agustus 2009         
  

 BUPATI PEMALANG, 
  
 Cap.ttd 
  
 H.M. MACHROES 
  
Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 16 Oktober 2009  

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  

  
                                Cap.ttd  
  

SUMADI SUGONDO  
  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 10 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
 

NOMOR  9 TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2006 
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006-2011 
 

I.  UMUM 
  

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. 

 Perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai satu kesatuan dalam 
sistem perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi perencanaan pembangunan 
jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan 
rencana kerja pembangunan daerah. Selanjutnya mendasari pada perubahan-
perubahan regulasi dari pemerintah pusat, maka dokumen perencanaan pembangunan 
di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Pemalang juga mengalami perubahan. 
Dalam hal ini diperlukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang karena adanya perubahan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja serta adanya amanat perubahan tata urut dokumen 
perencanaan tersebut. 

 RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif bagi 
daerah untuk tenggang waktu lima tahun, yang memuat arah kebijakan keuangan 
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja 
perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan di 
sertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif. 

 Perencanaan pembangunan dilakukan melalui empat tahapan yaitu : 
Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Yang mana keempat tahapan tersebut diselenggarakan 
secara berkelanjutan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh. 

 Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengintegrasian 
perencanaan pembangunan daerah dalam sistim pembangunan nasional, maka 
pemerintah kabupaten menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, 
berupa Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006-2011. 

  
II.  PASAL DEMI PASAL 
  

 Pasal I 
  Cukup jelas 
 Pasal II 
  Cukup jelas 
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